[ SALINAN }

BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PEMERINTAH
DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan
kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan
dalam penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat, Pemerintah telah mengalokasikan
dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah
Desa/Kelurahan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka
Pemerintah ~ Kabupaten  Lamongan  perlu
memberikan dana bagi hasil Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada
Pemerintah Desa dan kelurahan di Kabupaten
Lamongan dengan menetapkan dalam
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4386);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawa Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43575);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4588);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah  Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007
Nomor 16/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2010 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 15);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun
2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun  Anggaran 2014  (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA

BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DI
KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.

1.
2.
3
4

0.

Dinas Pendapatan
Kabupaten Lamongan.

Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Dinas Pendapatan Daerah, adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan.



6. Desa, adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kelurahan, adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

8. Kepala Desa, adalah Kepala Desa se Kabupaten Lamongan.

9. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah, adalah Lurah se
Kabupaten Lamongan.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB P2, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

12. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat DBH PBB P2, adalah dana yang bersumber
dari APBD yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah
Kelurahan berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan
desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan di desa dan kelurahan.

BAB II
ALOKASI DAN BESARAN PENERIMAAN DBH PBB P2
Pasal 2

Alokasi PBB P2 untuk Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar
Rp17.373.155.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta
seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

(1) Alokasi DBH bagi Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan sebesar 7%
(tujuh prosen) dari besaran realisasi penerimaan PBB P2.

(2) Besaran penerimaan DBH PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada realisasi peneriman PBB P2 untuk setiap
desa/kelurahan.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 4

(1) Penganggaran belanja DBH PPB P2 dikelompokkan ke dalam Belanja
Tidak Langsung yang diuraikan dalam belanja DBH PBB P2 kepada
Pemerintah Desa/Kelurahan.



(2)

Penganggaran belanja DBH PBB P2 untuk setiap desa dicantumkan
dalam APBDesa pada pos pendapatan desa.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN
Pasal 5

Kepala Desa/Lurah dapat mengajukan bagian DBH PBB P2 apabila
telah melunasi PBB P2 berdasarkan baku PBB P2 setiap
desa/kelurahan dengan melampirkan bukti pelunasan dari bank yang
ditunjuk.

Kepala Dinas mengajukan pencairan belanja DBH PBB P2
berdasarkan capaian realisasi penerimaan PBB P2 yang telah
mencapal 100% (seratus prosen) dari baku PBB P2.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

-—

M. MUHADJIR



